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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mengevaluasi kualiras 
pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di kota Pagar Alam 
pelayanan publik yang inklusif merupakan aspek penting ybtuk 
menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-
Undang nomor  8 tahun 2016 tentang penyandang Disabiltas. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif  dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, Observasi dan studi 
dokumentasi. Informan terdiri dari Penyandang Disabiliras, Petugas 
Pelayanan Publik, serta perwakilan dari organisasi disabilitas kota 
Pagar Alam. Fasil Penelitian ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota 
Pagar Alam dalam menyediakan fasilitas  dan aksebilitas, Seperti Jalur 
landai dan loket khusus, akan tetapi implementasi dilapangan masih 
menghadapi kendala dilapangan  termasuk kurang perhatiannya 
petugas, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya pemahaman 
terhadap kebutuhan disabilitas. Oleh sebab itu perlu adanyamy 
penguatan regulasi lokal, peningkatan kapasitas  petugas layanan dan 
kolobarasi antara pemerintah dengan komunitas untuk menciftakan 
pelayanan publik yang benar-benar iklusif dan adil bagi penyandang 
disabilitas.   
 
ABSTRACT  
. This study aims to analyze and evaluate the quality of public services 
for people with disabilities in the city of Pagar Alam. Inclusive public 
services are an important aspect to guarantee the rights of people with 
disabilities as regulated in Law Number 8 of 2016 concerning People 
with Disabilities. The research method used is a qualitative method with 
data collection techniques through interviews, observation and 
documentation studies. Informants consist of People with Disabilities, 
Public Service Officers, and representatives from disability 
organizations in the city of Pagar Alam. This study shows the efforts of 
the Pagar Alam City Government in providing facilities and 
accessibility, such as ramps and special counters, but implementation 
in the field still faces obstacles in the field including lack of attention 
from officers, limited infrastructure, and low understanding of the needs 
of disabilities. Therefore, it is necessary to strengthen local regulations, 
increase the capacity of service officers and collaboration between the 
government and the community to create public services that are truly 
inclusive and fair for people with disabilities. 
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PENDAHULUAN 

Dalam UU No. 8 Tahun 20216  Pasal 1 ayat (1)  Penyandang Disabiitas adalah 
setiap orang yang mengalami keterbatasan Fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik 
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami dengan hambatan dan 
lingkungan dapat kesulitan untuk berpartisifasi secara penuh dan efektif dengan warga 
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak(1). Di era kini penuandang disabilitas 
masih menjadi salah satu kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat(2). 

Paradigma Masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai 
ketidakmampuaan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggab sebagai 
orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam 
pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia biasanya(3). Dalam kontek inklusif, 
keberadaan sistem pelayanan publik  yang respontif terhadap kebutuhan penyandang 
disabilitas menjadi sangat kurisial. Dalam upaya mewujudkan kesamaan  hak dalam 
segala aspek kehidupan dan melindungi keberadaan penyandang disabilitas, 
Pememerintah telah membuat payung hukum(4).  

Adanya sebuah kebijakan dapat mengatasi permasalahan konstruksi sosial  
dalam masyarakat  terhadap keberadaan penyandang disabilitas(5).Pemerintah telah 
mengeluarkan kebijakan baru yang memperluas rekutmen PNS dari berbagai latar 
belakang tidak hanya terbatas pada pengandaan umum saja(6). 

Kota Pagar Alam merupakan salah satu daerah yang otonomi dis Sumatera 
Selatan nenpunyai tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik yang ramah 
terhadap penyandang disabilitas . Tetapi pada kenyataannya penyandang disabilitas 
masih sering menghadapi berbagai hambatan, baik segi fisik seperti aksebilitas sarana 
dan prasarana, maupun segi non fisik seperti keterbatasan informasi, sikap petugas 
layanan, serta kurangnya layanan yang bersifat inklusif. 

Konsep pelayanan publik memiliki makna yang tidak jauh berbeda konsep 
pelayanan umum atau Masyarakat(7). Dalam Undang-undang  Nomor 25 Tahun 2009 
Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pelayanan publik  adalah kegiatan atau  
rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan 
publik(8). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelayanan publik di kota 
Pagar Alam memenuhi prinsip-prinsip inklusivita terhadap penyandang disabilitas. 
Adapun penyandang disabilitas dikategorikan dari beberapa jenis tergantung 
kondisinya, diantaranya disabilitas sensorik netra, Disabilitas sensorik pendengaran, 
disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda(9)  

 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif diskriftif, yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran bentuk, kualitas, dan kendala pelayanan publik bagi 
penyandang disabilitas di kota pagara alam, Pendekatan ini dipilih karena dapat 
memahami dan menggambarkan secara mendalam bagai mana bentuk pelayanan 
publik yang diterima oleh penyandang disabilitas di kota Pagar Alam, termasuk 
hambatan-habatan yan di hadapi penyandang disabilitas dan respon pihak 
penyelenggara pelayanan. Informan yang diambil dalam penelitian ini Penyandang 
disabilitas, Pihak Pemberi pelayanan serta Komunitas Penyandang disabilitas kota 
Pagar Alam. Sedangkan Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan Observasi, 
Wawancara yang Mendalam serta studi dokumentasi.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil 

Disabilitas atau cacat adalah mereka yang memiliki cacat fisik, mental, 
intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan 
berbagai hambata, hal ini dapat menghalangi partisipasai penuh dan efektif mereka 
dalam masyarakat berdasarkan kesetaraannya dengan yang lain(10). 

Berdasarkan hasil dari  observasi, Wawancara dan dokumentasi terhadap 
instansi pelayan publik  di kota Pagar Alam, Peneliti menemukan:  
1. Aksebilitas Fisik.  

Beberapa gedung pelayanan publik  telah menyedikan aksebilitas dasar seperti 
Ramp dan tolet khusus untuk disabilitas, akan tetapi masih banyak fasilita yang 
belum ramah terhadap penyandang disabilitas seperti belum adanya pemandu 
untuk penyandang tunanetra,  serta belum adanya lift  di gedung bertingkat. 

2. Pelayanan Administratif. 
Petugas pelayanan umum belum mendapatkan pelatihan khusus tentang 
penanganan penyandan disabilitas, sehingga interaksi belum optimal bahkan ada 
yang memandang sebelah mata terhadap penyandang disabilitas. 

3. Partisipasi Penyandang Disabilitas 
Keterlibatan penyandang disabilitas dalam merumuskan kebijakan dan pelayanan 
publik masih sangat terbatas. 

4. Ketersediaan Informasi 

Masih kurangnya informasi pelayanan dalam bentuk yang dapat diakses oleh 
penyandang disabilitas seperti bahasa aksara, huruf braille serta infprmasi audio. 

5. Kebijakan dan implementasi. 
Walaupun ada regolasi Nasional yang mendukung  hak-hak disabilitas, 
Implementasi di tingkat kota belum maksimal akibat keterbatasan anggaran, 
kurangnya sosialisasi dan tingkat kesadaran pegawai yang rendah. 

 
Pembahasan 
Aksebilitas Fisik   

Aksebilitas Fisik dapat dilihat langsung secara nyata, berbentuk fisik dan dapat 
langsung dirasakan oleh penyandang disabilitas(11).  Berdasarkan pengamatan di 
beberapa fasilitas umum dan kantor pelayanan publik yang ada dikota Pagar Alam 
aksebilitas fisik belum sepenuhnya memenuhi standar ramah disabilitas. Sebagaian 
gedung telah menggunakan jalam Ramp (jalan Landai)  untuk kursi roda dan toilet 
khusus,  akan tetapi belum merata di setiap lokasi bahkan ada yang tidak sesuai 
dengan kemiringan atau penempatan.  

Tidak adanya jalur pemandu untuk penyandang tunanetra dan lift di gedung yang 
bertingkat menunjukkan bahwa hak mobilitas  penyandang disabilitas masih terbatas. 
Pembangunan infrastruktur  di kota Pagar Alam belum sepenuhnya pada prinsip 
universal disgen yang mengakomodasi semua kalangan masyarakat. 
 
Pelayanan Administratif 

Dalam aspek pelayaan administrasi di kota Pagar Alam belum mendapatkan 
pelatihan yang khusus dalam melayani penyandang disabilitas.  Sehingga sering 
menimbulkan miskomunikasi serta tidaktepatan komunikasai pelayanan pada 
penyandang disabilitas seperti  tunanetra  dan tuli. Minimnya pemahaman serta kurang 
pekanya  petugas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas hal ini 
menunjukkan bahwa masih terpusatnya pelayanan publik pada masayarakat umum 
(non disabilitas, bukan pada inkulusivitas. Tidak adanya petugas pendamping  atau 
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penerjema bahasa menjadi indikator lemahnya kesiapan intitusi dalam pemberian 
pelayanan. 
 
Ketersediaan informasi  

Informasi publik yang mudah diakses adalah bagian penting dalam menjamin 
kesetaraan hak layanan. Akan tetapi di kota Pagar Alam,  Informasi mengenai SOP 
pelayanan, hak-hak penyandang disabilitas serta informasi darurat masih  minim dalam 
format aksibel. Belum ditemui informasi dalam huruf  braille, audio atau vidio berbahasa 
isarat yang dapat diamati. 

Belum adanya informasi aksibel ini membut parahnya eksklusi sosial  dalam 
membuat penyandan disabilitas kesulitan mendapatkan pelayanan secara mandiri. 
Keterbatasan ini perlu adanya komitmen Pemerintah daerah dalam menyediakan 
sarana komunikasi dan informasi yang ramah disabilitas sesuai amanat Undang-
Undang  No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik  pasal 1(12).  
 
Partisipasi Penyandang disabilitas 

Partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas dalam proses, perencanaan, 
sampai ke evaluasi pelayanan publik masih rendah di kota Pagar Alam. Tidak banyak 
program yang secara ekplisit melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam 
musyawara pembangunan. Padahal keterlibataan organisasi penyandang disabil;itas 
sangat penting dalam pembangunan guna memastikan kebijakan benar-benar 
menjawab kebutuhan nyata mereka. Rendahnya  reprentasi ini menunjukkan belum 
optimalnya prinsip partisipasi inklusif dalam sistem pemerintahan daerah. Pemerintah 
kota membuka peluang untuk melibatkan penyandang disabilitas (13).  
 
Kebijakan dan implementasi 

Implementasi atau pelaksanan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan 
setelah suatu kebijakan dirumuskan, Tanpa implementasi kebijakan yang telah 
dirumuskan tidak akan memberikan manfaat(14). 

Secara normatif terdapat peaturan perundang-undangan yang menjamin hak 
disabilitas baik tingkat nasional maupun daerah. Tetapi di kota Pagar Alam 
implementasi kebijakan tersebut masih rendah  dimana terdapat berbagai macam 
hambatan. Diantara hambatan tesebut adalah masalah anggaran yang tidak tersedia, 
rendahnya prioritas politik terhadap isu disabilitas  dan kurangnya sosialisasi regulasi 
kepada aparatur Pemerintahan. 

Beberapa program yang ada cenderung bersifat karitatif (Pemberi bantuan)  
daripada pendekatan hak  yang menekankan kesetaraan dan pemberdayaan . 
Akibatnya mestipun hukum telah menjamin  hak penyandang disabilitas akan tetapi 
pelaksanaan dilapangan belum mencerminkan komitmen yang kuat  terhadap 
inklusivitas. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Pelayanan publik untuk penyandang disabilitas di kota Pagar Alam masih 
belum optimal. Aksesbilitas fisik , Pelayanan adminisrasi, serta penyediaan informasi 
yang inklusif masih sangat terbatas. Partisipasi penyandang disabilitas dalam proses 
evaluasi kebijakan dan evaluasi layanan juga masih sangat kurang.  Walaupun 
terdapat regulasi yang mendukung, implementasi dilapangan masih belum optimal 
karena masih banyak hambatan. 
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Saran  

Berdasarhan dari hasil penelitian penulis, maka penulis memberikan saran: 
1. Pemerintah daerah harus melakukan audit aksebilitas gedung publik dan 

melakukan perbaikan yang diperlukan. 
2. Perlu diadakan lpelatihan rutin bagi  petugas pelayanan publik tekait 

komunikasi dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. 
3. Pemerintah pelru menyedikan  informasi  dalam berbagai format seperti braille, 

video dengan bahasa isarat dan audio. 
4. Libatkan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi 

pelayanan publik.  
5. Lakukan evaluasi kinerja terhadap  pelayanan publik dengan indikator 

inklusivitas. 
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